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Abstract : The conflict between citizenship and religious identity has become one of the significant social and
political challenges in the modern era, especially amidst increasing religious pluralism and globalization. This
research aims to analyze these problems within the framework of Islamic law, as well as offering relevant
solutions to resolve this conflict. Using a descriptive qualitative approach, this research explores the concepts of
citizenship, religious identity, and the interaction between the two in various country contexts, both Muslim and
non-Muslim majority. This study also examines concepts in Islamic law such as muwatana (citizenship), ummah
(community), and maslahah (public interest) as solutions offered by Islamic law to harmonize citizenship and
religious identity. The findings of this research show that Islamic law has the flexibility to be applied in the context
of a modern state, by emphasizing justice, equality and respect for human rights. Through these principles,
conflicts between citizenship and religious identity can be reduced, both in Muslim-majority countries and in
countries with secular policies.

Keywords : Citizenship conflict, Religious identity, Religious pluralism, Globalization, Islamic law.

Abstrak : Konflik antara kewarganegaraan dan identitas keagamaan telah menjadi salah satu tantangan sosial dan
politik yang signifikan di era modern, terutama di tengah meningkatnya pluralisme agama dan globalisasi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan tersebut dalam kerangka hukum Islam, serta
menawarkan solusi yang relevan untuk mengatasi konflik ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi konsep kewarganegaraan, identitas keagamaan, serta interaksi keduanya
dalam berbagai konteks negara, baik yang mayoritas Muslim maupun non-Muslim. Studi ini juga mengkaji
konsep-konsep dalam hukum Islam seperti muwatana (kewarganegaraan), ummah (komunitas), dan maslahah
(kepentingan umum) sebagai solusi yang ditawarkan oleh hukum Islam untuk menyelaraskan antara
kewarganegaraan dan identitas agama. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki
fleksibilitas untuk diterapkan dalam konteks negara modern, dengan menekankan keadilan, kesetaraan, dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia. Melalui prinsip-prinsip ini, konflik antara kewarganegaraan dan
identitas keagamaan dapat diredam, baik di negara mayoritas Muslim maupun di negara-negara yang memiliki
kebijakan sekuler.

Kata kunci : Konflik kewarganegaraan, Identitas keagamaan, Pluralisme agama, Globalisasi, Hukum Islam.

1. PENDAHULUAN
Di era modern ini konflik kewarganegaraan dan identitas keagamaan telah menjadi
isu global yang semakin kompleks (rumit atau sulit di fahami). Dalam beberapa tahun
terakhir, migrasi global, globalisasi budaya, serta dinamika politik internasional telah
menyebabkan pertanyaan yang mendalam tentang identitas seseorang—baik sebagai
warga negara suatu bangsa maupun sebagai pemeluk agama tertentu. Di berbagai negara,

termasuk Indonesia, sering kali terjadi ketegangan antara kewarganegaraan sebagai sebuah
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entitas hukum dengan identitas keagamaan sebagai bagian dari keyakinan spiritual dan
sosial. Kewarganegaraan memberikan hak dan kewajiban kepada individu berdasarkan
hubungan hukum dengan negara, sementara identitas keagamaan memberikan nilai-nilai
moral dan spiritual yang sering kali mempengaruhi bagaimana individu tersebut
berinteraksi dengan negara.

Fenomena konflik kewarganegaraan dan identitas keagamaan tidak hanya terjadi
di negara-negara dengan populasi yang mayoritas beragama Islam, tetapi juga di banyak
negara di seluruh dunia. Sebagai contoh, di Myanmar, terjadi diskriminasi terhadap
minoritas Muslim Rohingya yang tidak diakui sebagai warga negara penuh meskipun
mereka telah tinggal di sana selama beberapa generasi. Konflik serupa juga terjadi di India,
di mana kebijakan kewarganegaraan seringkali dipersepsikan sebagai alat diskriminasi
terhadap umat Muslim. Ketegangan ini tidak hanya menyebabkan ketidakstabilan sosial,
tetapi juga mengancam prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang seharusnya dijamin
oleh hukum negara.

Dalam konteks hukum Islam, kewarganegaraan dan identitas keagamaan juga
memiliki kaitan yang erat. Islam, sebagai agama yang komprehensif, memiliki prinsip-
prinsip yang mengatur hubungan antara individu dan negara, serta bagaimana identitas
keagamaan seharusnya diakomodasi dalam kerangka negara yang multikultural dan
pluralistik. Hukum Islam juga menawarkan solusi untuk mengatasi konflik antara
kewarganegaraan dan identitas keagamaan, dengan menekankan pentingnya keadilan,
persamaan hak, dan penghormatan terhadap keberagaman. Prinsip-prinsip ini, jika
diterapkan dengan tepat, dapat menjadi landasan bagi terciptanya kerangka hukum yang
lebih inklusif dan adil dalam menangani konflik kewarganegaraan dan identitas
keagamaan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan analisis komprehensif
mengenai konflik kewarganegaraan dan identitas keagamaan, serta mencari solusi dalam
kerangka hukum Islam. Penulis memfokuskan pada bagaimana hukum Islam dapat
dijadikan landasan dalam menyelesaikan ketegangan antara dua aspek penting dalam
kehidupan manusia ini, terutama dalam konteks negara modern yang diwarnai oleh
pluralisme agama dan etnis. Melalui kajian ini, penulis berharap dapat memberikan
kontribusi akademis yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan publik, khususnya di

negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan.
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Alasan Ilmiah dan Metodologi

Subjek ini didasarkan pada realitas saat ini, ketika ketidaksepakatan, prasangka,
dan bahkan tindakan kekerasan sering kali disebabkan oleh ketegangan yang semakin
besar antara kewarganegaraan dan identitas agama. Misalnya, undang-undang sekularisme
yang ketat di Perancis—yang melarang jilbab di sekolah umum—sering kali bertentangan
dengan adat istiadat agama Muslim. Hal ini menimbulkan masalah penting mengenai
bagaimana negara harus menegakkan integritas hukum negara sambil menghormati hak
setiap orang untuk mengekspresikan identitas agama mereka. Mirip dengan ini, konflik
antara kesetiaan kepada negara dan identitas agama seseorang sering terjadi di banyak
negara Timur Tengah.

Dalam kajian ini, pendekatan hukum Islam dipilih karena Islam memiliki tradisi
hukum yang kaya dan komprehensif, yang tidak hanya mengatur hubungan antar individu
tetapi juga hubungan antara individu dengan negara. Dalam Islam, konsep
kewarganegaraan dapat dikaitkan dengan prinsip dzimmah (perlindungan terhadap non-
Muslim), bay'ah (kesetiaan kepada pemimpin), dan muwatana (kewarganegaraan).
Pendekatan ini penting untuk dipelajari lebih dalam karena dapat menawarkan solusi yang
seimbang antara kewarganegaraan dan identitas keagamaan, serta memberikan pandangan
alternatif terhadap konsep kewarganegaraan yang sering kali berbenturan dengan identitas
agama.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen dan
tinjauan literatur sebagai metode utama. Penulis akan menganalisis sejumlah kasus di
berbagai negara, baik di dunia Islam maupun di negara-negara Barat, untuk memahami
dinamika konflik kewarganegaraan dan identitas keagamaan. Sumber data yang digunakan
mencakup buku-buku hukum Islam, artikel jurnal yang relevan, serta pandangan dari para
ahli hukum dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu hukum, sosiologi, dan

studi agama.

Data dan Fakta Internasional

Di India, Citizenship Amendment Act (CAA) 2019 telah menyebabkan protes
besar-besaran karena dianggap mendiskriminasi umat Muslim dalam proses pemberian
kewarganegaraan kepada pengungsi agama dari negara-negara tetangga. Hal ini
memperlihatkan bagaimana hukum kewarganegaraan dapat digunakan sebagai alat

diskriminasi terhadap identitas keagamaan tertentu. Di sisi lain, di Eropa, kebijakan
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imigrasi yang ketat seringkali mempersulit imigran Muslim untuk mendapatkan status
kewarganegaraan penuh, yang mengakibatkan mereka terpinggirkan dalam masyarakat.

Sementara itu, di negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Arab Saudi dan
Uni Emirat Arab, kewarganegaraan seringkali diidentikkan dengan identitas agama. Di
negara-negara ini, menjadi seorang Muslim adalah syarat utama untuk mendapatkan
kewarganegaraan penuh, sementara non-Muslim memiliki status yang lebih rendah atau
dibatasi dalam hak-hak kewarganegaraan mereka.

Para ahli hukum internasional seperti John Esposito dan Tariq Ramadan juga
menekankan bahwa penting bagi negara-negara untuk mengembangkan kerangka hukum
yang mengakomodasi identitas agama dalam kewarganegaraan tanpa mengorbankan
prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Dalam pandangan mereka, hukum Islam memiliki
potensi besar untuk menawarkan solusi bagi konflik kewarganegaraan dan identitas agama,
terutama dengan menekankan prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap

pluralisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk
menganalisis konflik kewarganegaraan dan identitas keagamaan dalam perspektif hukum
Islam serta mencari solusi yang relevan dalam konteks negara modern. Pendekatan
kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman yang mendalam
mengenai konsep-konsep abstrak dan fenomena sosial yang tidak dapat diukur secara
kuantitatif. Analisis dilakukan melalui penelusuran literatur yang bersumber dari buku,
jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen terkait, baik yang berasal dari studi hukum Islam,

sosiologi, maupun ilmu politik.

Pembahasan

Konflik kewarganegaraan dan identitas keagamaan telah menjadi tantangan yang
signifikan di berbagai negara, terutama di tengah-tengah masyarakat multikultural dan
multireligius. Pada dasarnya, kewarganegaraan adalah status hukum yang memberikan
individu hak-hak dan kewajiban terhadap negara, sementara identitas keagamaan adalah
bagian dari identitas sosial yang mencakup keyakinan dan praktik spiritual individu.
Ketegangan antara kedua hal ini sering kali muncul karena ada perbedaan pandangan
tentang bagaimana negara dan agama berperan dalam kehidupan masyarakat. Hukum

Islam, sebagai salah satu sistem hukum yang memiliki sejarah panjang dalam mengatur
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hubungan sosial dan politik, menawarkan perspektif yang unik dalam menyelesaikan
konflik ini.
a. Konflik Kewarganegaraan dan Identitas Keagamaan: Perspektif Global

Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena globalisasi, migrasi internasional,
dan meningkatnya pluralisme agama telah memperburuk konflik antara
kewarganegaraan dan identitas agama. Di banyak negara, khususnya di Eropa,
meningkatnya populasi imigran Muslim menimbulkan perdebatan mengenai sejauh
mana negara harus mengakomodasi identitas agama dalam kebijakan
kewarganegaraannya. Misalnya, di Prancis, kebijakan sekularisme yang ketat
mengatur bahwa agama harus dipisahkan sepenuhnya dari urusan publik, termasuk
dalam hal kewarganegaraan. Hukum sekuler Prancis, khususnya Laicité, memicu
konflik dengan identitas agama umat Muslim yang menjalankan aturan berpakaian
Islami seperti penggunaan jilbab di sekolah-sekolah umum dan tempat kerja.
Akibatnya, banyak Muslim merasa bahwa identitas agama mereka dikesampingkan
dalam kehidupan publik, yang pada gilirannya menciptakan perasaan keterasingan
dari kewarganegaraan mereka sendiri.

Di India, masalah serupa muncul dengan diperkenalkannya Undang-Undang
Amandemen Kewarganegaraan (CAA) pada tahun 2019. CAA dianggap diskriminatif
terhadap umat Muslim karena memberikan akses mudah kepada kewarganegaraan
bagi minoritas agama dari negara-negara tetangga, kecuali Muslim. Hal ini memicu
ketegangan besar di negara tersebut, terutama di tengah tuduhan bahwa kebijakan
tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengubah demografi agama di India
yang mayoritas Hindu. Banyak Muslim India merasa hak-hak kewarganegaraan
mereka terancam oleh kebijakan ini, yang berimplikasi pada identitas keagamaan
mereka.

Di Myanmar, permasalahan ini terlihat lebih ekstrem dengan kasus minoritas
Muslim Rohingya yang tidak diakui sebagai warga negara. Myanmar, yang memiliki
mayoritas penduduk beragama Buddha, telah lama mendiskriminasi Rohingya,
dengan mengklaim bahwa mereka adalah imigran ilegal meskipun mereka telah
tinggal di wilayah tersebut selama beberapa generasi. Penolakan kewarganegaraan
kepada Rohingya, yang didasarkan pada agama mereka, menyebabkan penganiayaan
sistematis dan krisis kemanusiaan besar-besaran yang menjadi perhatian dunia

internasional.
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b. Perspektif Hukum Islam tentang Kewarganegaraan dan Identitas Keagamaan

Dalam hukum Islam, kewarganegaraan dan identitas keagamaan dipandang
melalui lensa syariat yang memprioritaskan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan
terhadap kemanusiaan. Islam memiliki tradisi hukum yang komprehensif yang
mengatur hubungan antara individu dan negara, serta antara Muslim dan non-Muslim.
Salah satu konsep penting dalam hukum Islam terkait kewarganegaraan adalah konsep
dzimmabh, yaitu status perlindungan yang diberikan kepada non-Muslim yang tinggal
di negara Islam. Pada zaman klasik, sistem dzimmah memberikan hak-hak dasar
kepada non-Muslim, seperti hak untuk beribadah dan menjalankan hukum mereka
sendiri, selama mereka membayar pajak khusus (jizyah). Sistem ini, meskipun terlihat
diskriminatif dari perspektif modern, pada zamannya dianggap sebagai mekanisme
untuk mengintegrasikan minoritas agama ke dalam struktur negara Islam tanpa
memaksakan konversi agama.

Konsep ummah dalam Islam juga menawarkan perspektif unik tentang
kewarganegaraan. Ummah merujuk pada komunitas Muslim yang melampaui batas-
batas geografis dan politik. Dalam Islam, loyalitas utama seorang Muslim seharusnya
adalah kepada ummah, namun ini tidak berarti bahwa seorang Muslim tidak dapat
menjadi warga negara yang setia di negara tempat ia tinggal. Sejumlah sarjana Muslim
modern, seperti Yusuf al-Qaradawi, menekankan pentingnya muwatana
(kewarganegaraan) sebagai bagian integral dari hidup bernegara. Mereka berpendapat
bahwa seorang Muslim harus loyal kepada negara tempat tinggalnya selama negara
tersebut menghormati hak-hak asasi manusia dan prinsip keadilan.

Pada konteks kontemporer, hukum Islam menawarkan fleksibilitas dalam
menyikapi isu kewarganegaraan dan identitas agama di negara-negara modern.
Misalnya, dalam negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia,
hukum Islam telah diakomodasi dalam kerangka hukum nasional tanpa
mengesampingkan prinsip kewarganegaraan yang setara bagi semua individu, baik
Muslim maupun non-Muslim. Di Indonesia, hukum Islam berperan dalam aspek
hukum keluarga dan waris, sementara kewarganegaraan diatur berdasarkan konstitusi
yang menjamin kesetaraan hak bagi semua warga negara, tanpa memandang agama.
Solusi Hukum Islam terhadap Konflik Kewarganegaraan dan Identitas Keagamaan

Hukum Islam memiliki potensi besar untuk menjadi solusi dalam
menyelesaikan konflik kewarganegaraan dan identitas agama, terutama melalui

prinsip-prinsip keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
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Salah satu prinsip penting yang dapat diambil dari hukum Islam adalah konsep
maslahah (kepentingan umum) yang menekankan bahwa setiap keputusan hukum
harus didasarkan pada kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks
kewarganegaraan, maslahah dapat diinterpretasikan sebagai perlunya negara
menciptakan kebijakan yang menghormati identitas keagamaan warga negaranya,
namun tetap menjaga integritas hukum dan kebijakan negara.

Di negara-negara Muslim, solusi berbasis hukum Islam dapat
diimplementasikan melalui upaya untuk merevisi kebijakan kewarganegaraan yang
diskriminatif. Misalnya, di Arab Saudi, status kewarganegaraan yang saat ini terbatas
pada Muslim bisa lebih inklusif dengan memperluas hak-hak sipil bagi non-Muslim
yang tinggal di negara tersebut. Ini sejalan dengan prinsip muwatana yang
menekankan kesetiaan kepada negara, terlepas dari agama individu tersebut, selama
hak-hak dasar terpenuhi.

Selain itu, hukum Islam juga menekankan pentingnya ijtihad (penalaran
hukum independen) dalam menyelesaikan masalah-masalah baru yang tidak secara
eksplisit dibahas dalam teks-teks klasik. Dalam konteks modern, para ulama dan
sarjana Muslim harus terlibat dalam proses ijtihad untuk menyesuaikan konsep-
konsep kewarganegaraan Islam dengan tantangan global saat ini. Hal ini termasuk
memperbaharui pandangan tentang hak-hak minoritas agama dan memperkuat
prinsip-prinsip pluralisme dalam masyarakat Muslim.

. Relevansi Global dan Implikasi Sosial

Konflik kewarganegaraan dan identitas agama bukanlah isu yang terbatas pada
negara-negara dengan mayoritas Muslim. Di berbagai negara Barat, ketegangan
serupa muncul antara prinsip kewarganegaraan yang sekuler dengan identitas agama,
terutama di kalangan komunitas Muslim. Di Inggris, misalnya, meskipun negara ini
memiliki kebijakan yang lebih inklusif terhadap identitas agama dibandingkan Prancis,
komunitas Muslim masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas
agama mereka sambil menjadi bagian dari negara yang mayoritas Kristen dan sekuler.
Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam yang menekankan keadilan dan
penghormatan terhadap identitas agama dapat menjadi model yang relevan untuk

negara-negara lain dalam menangani konflik serupa.
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KESIMPULAN

Konflik antara kewarganegaraan dan identitas keagamaan merupakan fenomena
kompleks yang muncul di banyak negara, baik yang mayoritas Muslim maupun non-
Muslim. Ketegangan ini sering kali terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara
negara yang menerapkan kebijakan kewarganegaraan sekuler dan individu atau kelompok
yang berpegang teguh pada identitas agama mereka. Hukum Islam menawarkan perspektif
unik dalam menyelesaikan konflik ini dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan,
kesetaraan, serta penghormatan terhadap hak-hak individu, termasuk hak untuk memeluk
agama dan menjalankan keyakinan keagamaan.

Melalui konsep-konsep seperti muwatana (kewarganegaraan), ummah (komunitas),
dan maslahah (kepentingan umum), hukum Islam memberikan panduan yang dapat
membantu menavigasi tantangan modern terkait kewarganegaraan dan identitas agama.
Negara-negara Muslim, seperti Indonesia, telah menunjukkan bahwa hukum Islam dapat
diakomodasi dalam kerangka negara modern tanpa mengesampingkan hak-hak
kewarganegaraan bagi semua individu, termasuk minoritas agama. Selain itu, konsep
ijtihad dalam hukum Islam memungkinkan fleksibilitas untuk menyesuaikan ajaran-ajaran
klasik dengan kebutuhan zaman kontemporer, yang dapat menjadi solusi dalam
menghadapi konflik ini di berbagai konteks global.

Dengan demikian, hukum Islam memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam
penyelesaian konflik kewarganegaraan dan identitas keagamaan, baik di negara-negara
mayoritas Muslim maupun di negara-negara sekuler. Pemahaman yang lebih mendalam
mengenai nilai-nilai dasar dalam hukum Islam, seperti keadilan dan kesetaraan, dapat
menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang harmonis, di mana identitas agama

dihormati tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kewarganegaraan yang adil dan inklusif.

Saran

1) Penguatan Dialog Antar-Agama dan Antar-Budaya: Negara-negara yang mengalami
konflik antara kewarganegaraan dan identitas keagamaan perlu memperkuat dialog
antara komunitas agama yang berbeda. Pemerintah dan masyarakat sipil harus aktif
dalam menciptakan ruang-ruang diskusi yang inklusif, di mana perbedaan agama dan
budaya dapat dibahas dengan terbuka dan tanpa prasangka. Ini akan membantu
mengurangi kesalahpahaman dan menciptakan saling pengertian.

2) Reformasi Kebijakan Kewarganegaraan: Negara-negara, baik yang mayoritas Muslim

maupun sekuler, harus mempertimbangkan reformasi kebijakan kewarganegaraan
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yang lebih inklusif dan sensitif terhadap identitas keagamaan. Kebijakan yang
meminggirkan kelompok agama tertentu berpotensi memperparah ketegangan sosial
dan diskriminasi. Peninjauan ulang kebijakan ini harus didasarkan pada prinsip-
prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Pemanfaatan Prinsip-Prinsip Hukum Islam secara Kontekstual: Bagi negara-negara
mayoritas Muslim, penting untuk memanfaatkan konsep-konsep dalam hukum Islam
seperti *maslahah dan ijtihad secara kontekstual. Para ulama dan pemimpin agama
dapat melakukan reinterpretasi ajaran Islam yang relevan dengan kondisi sosial dan
politik kontemporer. Ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan adaptif dalam
menghadapi tantangan global saat ini.

Peningkatan Pendidikan Kewarganegaraan dan Agama: Penting bagi setiap negara
untuk meningkatkan pendidikan kewarganegaraan yang inklusif dan mendalam, serta
memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pluralisme agama. Dengan demikian,
warga negara akan lebih memahami hak dan tanggung jawab mereka, serta bagaimana
mereka dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan berbagai identitas
keagamaan yang ada.

Penguatan Peran Lembaga Internasional: Organisasi internasional seperti PBB,
Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan lembaga-lembaga HAM internasional harus
lebih aktif dalam mendorong negara-negara untuk mengembangkan kebijakan yang
menghormati hak-hak kewarganegaraan dan agama. Bantuan dan intervensi
internasional dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam menyelesaikan konflik

kewarganegaraan dan identitas agama di tingkat global.

Saran-saran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan solusi yang

lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatasi ketegangan antara

kewarganegaraan dan identitas keagamaan di berbagai negara.
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